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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.48, 2020 KEMENDIKBUD. Perguruan  Tinggi  Negeri.
Perguruan Tinggi Negeri Badan  Hukum.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka
perlu memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi
perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi
negeri badan hukum;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan
Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum belum memberikan kemudahan dan fleksibilitas
bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan
tinggi negeri badan hukum sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan
Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri

Badan Hukum;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 88 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan
Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1302) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum

mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN

untuk:

a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
yang bermutu,;

b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip
tata kelola yang baik;

c. memenuhi standar minimum  kelayakan
finansial;

d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan

e. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang

bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dinilai dari PTN yang memiliki:

a. paling sedikit 60% (enam puluh persen)
Program Studi dengan peringkat akreditasi
unggul;

b. relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan
Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Perguruan Tinggi;

c. hasil publikasi internasional dan/atau hak
kekayaan intelektual;

d. mahasiswa yang berprestasi akademik dalam
kompetisi tingkat nasional dan internasional;

e. partisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun
pemerintah daerah; dan

f.  kerja sama dengan dunia usaha dunia industri,
organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.

Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dinilai dari:

a. akuntabilitas pengelolaan PTN;
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